PERATURAN BUPATI SUMBA B :
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI JENJANG SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEDERAJAT e

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang . a. bahwa pendidikan anti korupsi merupakan hal yang
sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai
generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi;

b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang
berintegritas dan bermoral anti korupsi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan
implementasi pendidikan anti korupsi dari sekolah,
rumah serta lingkungan;

c. bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan
anti korupsi di ruang kelas dilakukan melalui insersi
pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi
Pendidikan Anti Korupsi Jenjang Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

. 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I[I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lemb
Negara Republik Indonesia Nomor 16884
Undang- Undang Nomor 31 Tahun 199




bagaimana telah diubak
dengan Undang-Undang
tentang Perubahan Kedua Atas Ui
Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Daerah (Lembaran Negara Republik
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahu
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo
Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
tentang Guru (Lembaran Negara Repu
Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tamt
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tah
tentang  Pengelolaan dan  Penye!
Pendidikan (Lembaran Negara Republi
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahs
Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah
Pem ntah Nomor




nyisipan intisari ni
korupsi adalah satu kesatuan dari pen
yang merupakan proses untuk mengua

alam diri peserta didik sejak dini.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

dimaksudkan sebagai pedoman dalam

turan Bupati ini
Korupsi Jenjang Sekolah Dasar dan Sek

rlementasi Pendidikan Anti
nengah Pertama/Sederajat.

Pasal 3

turan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan generasi muda Yy
iliki karakter anti korupsi sejak dini. -
BAB 1I1
RUANG LINGKUP
Pasal 4
eraturan Bupati ini meliputi :

likan Anti korupsi;







yun sinergi antara guru PPKn/Wali Kelas/
A_k profesional lainnya.
BAB V
LAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPS
Pasal 8

ementasi Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh

jaran PPKn, dengan tugas :

a. merancang, merencanakan dengan matang, membuat form

ebutuhan;
Jembuat aktivitas yang menarik dan menyenang




kepada Bupati setiap 6 (enam) bu
BAB VIII

PEMBIAYAAN
Pasal 12

idikan Anti Korupsi dibeb
h Kabupaten Sumba Barat.

nplementasi Pend ankan pada:

an Pendapatan dan Belanja Daera
'*:g: dana lain yang sah dan tidak mengikat.
3 | BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- mengetahuinya memerintahkan pengundangan
ta Daerah Kabupaten Sumba Barat. 5

JRESUESES




